PUTUSAN
Nomor : 11/Pdt.G/2015/PN.Amb.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHAHAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ambon yang memeriksa dan mengadili perkara-
perkara perdata pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan
sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

YAYASAN DARUSSALAM MALUKU, Yayasan Berbadan Hukum
Indonesia, berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi
Manusia RI, Nomor: AHU, 5635.01.04 thaun 2011 tanggal 19 Agustus 2011,
berkedudukan di jalan Sultan Babullah No. 2, Kelurahan Honipopu RT. 02
RW. 04 Kecamatan Sirimau Kota Ambon, selanjutnya disebut sebagai
PENGGUGAT,;

Melawan:

1. YAYASAN PENDIDIKAN DARUSSALAM MALUKU, Berkedudukan di
Desa Tulehu, Kecamatan Salahutu, Kabupaten Maluku Tengah,
Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT I ;

2. NOTARIS M. HUSAIN TUASIKAL, SH. MKn., Beralamat di Jalan JlI.
Sam Ratulangi No. 35 Kota Ambon, Selanjutnya disebut sebagai ---------

TERGUGAT II;

3. KEMENTERIAN HUKUM & HAM RI, Cq. DIREKTUR
JENDERAL

ADMINISTRASI HUKUM UMUM, selanjutnya disebut sebagai------------
TERGUGAT llII;

Pengadilan Negeri tersebut; Setelah membaca Surat Penetapan Ketua
Pengadilan Negeri Ambon, tanggal 21  Januari 2015, Nomor:
11/Pdt.G/2015/PN.Amb, tentang Penunjukan Majelis Hakim yang
memeriksa dan mengadili perkara ini;

Setelah membaca Surat Penetapan Majelis Hakim, tertanggal 27 Januari
2015 Nomor: 11/Pdt.G/2015/PN.Amb tentang hari Sidang Pemeriksaan
dalam perkara ini;

Setelah membaca surat-surat daiam berkas perkara yang bersangkutan;



30.Bahwa gugatan ini diajukan berdasarxan bukti-bukti otentik berdasarkan
Pasal 180 Ayat (1) HIR, oleh karenanya PENGGUGAT mohon agar
putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (uit Voerbaar by Vooraad)
walaupun ada upaya hukum banding, kasasi atau upaya hukum lainnya.
31.Menghukum PARA TERGUGAT untuk membayar seluruh biaya perkara
secara tanggung renteng yang ditimbulkan dalam perkara ini.
Maka  berdasarkan atas segala  uraian-uaraian diatas, dengan
ini PENGGUGAT Mohon Kehadapan Pengadilan Negeri
Ambon  agar
memutuskan:
Dalam Provisi:

- Mengabulkan Permohonan Putusan Provisi PENGGUGAT,;

- Memerintahkan Kepada TERGUGAT | untuk menghentikan seluruh
aiktivitas akademik Universitas Darussalam Ambon Dibawah Payung
Yayasan Pendidikan Darussalam Maluku sampai adanya Putusan dalam
perkara ini yang mempunyai kekuatan hukum tetap;

Dalam Pokok Perkara :

1. Menyatakan PENGGUGAT adalah PENGGUGAT yang benar;

2. Mengabulkan gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya ;

3. Menyatakan Sah dan Mengikat Akte Notaris Nomor : 31 Tahun 2011
tanggal 30 Mei 2011 Jo Surat Pengesahan Kementerian Hukum dan
HAM RI Nomor : AHU.5635.AH.01.04 Tahun 2011 tanggal 19 Agustus
2011;

4. Menyatakan PENGGUGAT Sah dan Mengikat atas Peralihan Yayasan
Darussalam;

5. Menyatakan PENGGUGAT sebagai Pengelola yang Sah atas Harta
Kekayaan (asset-aset) Yayasan Darussalam Maluku termasuk
pengelolaan atas Universitas Darussalam Ambon,;

6. Menyatakan Akta Perubahan Nama Yayasan Darussalam Maluku Ke
Pihak TERGUGAT I Nomor 12 tanggal 6 Maret 2014 Jo Surat Keputusan
Nomor: AHU.07444.50.10.2014 tertanggal 10 Oktober 2014, atas nama
Yayasan Pendidikan Darussalam Maluku tidak sah dan tidak berkekuatan
Hukum.

7. Menyatakan TERGUGAT |, TERGUGAT Il dan TERGUGAT Il telah

melakukan Perbuatan Melawan Hukum
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8. Menghukum dan Memerintahkan TERGUGAT | untuk menyerahkan
Pengelolaan seluruh harta kekayaan (asset-asset) Yayasan termasuk
pengelolaan Universitas Darussalam kepada PENGGUGAT,;

9. Menghukum PARA TERGUGAT secara tanggung rentang secara tunai
membayar ganti kerugian yang diderita oleh PENGGUGAT baik kerugian
materiil maupun immateriil sebagai berikut:

10. Kerugian Materiil:

Kerugian yang timbul akibat PENGGUGAT Harus Melakukan Perjalanan
Surabaya - Ambon dan sebaliknya Ambon Surabaya Serta Kebutuhan
lainnya yang bila di hitung secara Nominal, maka sekali melakukan
Perjalanan menghabiskan Dana Rp. 1.500.000,-(satu Juta Lima Ratus Ribu
Rupiah) sebanyak 10 (sepuluh) Kali Perjalanan terkait dengan Pengurusan
Dimaksud Sampai adanya peneribitan Akte Notaris Nomor : 31 Tahun 2011
tanggal 30 Mei 2011 Jo Surat Pengesahan Kementerian Hukum dan HAM R
Nomor : AHU.5635.AH.01.04 Tahun 2011 tanggal 19 Agustus 2011 sejak
tahun 2011 yang nilainya sebesar Rp 30.000.000,- (Tiga Puluh Juta Rupiah)

B. Kerugian Immateriil;

Kerugian akibat secara moril PENGGUGAT karena tidak dapat
mengelola sertamelaksanakan Program Kerja Yayasan Darussalam
Maluku secara Baik dan benar karena terhalang Oleh Pihak Pihak yang
memproses dan mendirikan Yayasan Pendidikan Darussalam Maluku,
Maka telah menimbulkan ketidak percayaan Masyarakat terhadap
PENGGUGAT, Padahal PENGGUGAT sudah
mempersiapkan semuanya; sehingga secara moril TERGUGAT | dan
TERGUGAT IlI, haruslah dihukum membayar ganti rugi sebesar Rp.
10.000.000.000,- (sepuluh milyard Rupiah);
Total Ganti Rugi baik moril maupun Materiil
sebesar Rp 10.030.000.000,- (Sepuluh Miliyar tiga puluh Juta Rupiah).
yang harus dibayar secara tunai dan sekaligus secara tanggung renteng;
11. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakkan atas : Tanah dan
Bangunan Milik Yayasan yang terletak di Desa Tulehu Kecamatan Salahutu
Kab.Maluku Tengah atau lebih dikenal sebagai Kampus Universitas

Darussalam;
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12.Menghukum PARA TERGUGAT untuk membayar uang paksa
(Dwansom) sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu juta rupiah) seketika dan
sekaligus setiap hari keterlambatan secara tanggung renteng, apabila
PARA TERGUGAT lalai melaksanakan isi putusan yang telah
Berkekuatan Hukum tetap.

13.Menghukum agar PARA TERGUGAT dihukum untuk tunduk dan patuh
terhadap seluruh isi putusan dalam perkara ini.

14.Menghukum para PARA TERGUGAT untuk membayar seluruh biaya
perkara secara tanggung renteng yang ditimbulkan dalam perkara ini.

15.Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun
ada Perlawanan (Verzet), Banding dan Kasasi.

ATAU

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-

adilnya (ex aequo et bono)

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang ditetapkan pihak
Penggugat datang menghadap dipersidangan kuasanya yaitu Made Rahman
Marasabessy, SH, Fahri d Bachmid, SH.MH, ; Advokat, WNI pada Kantor
"Kantor Advokat Made Rahman Marasabessy.SH & Rekan", berkantor di Jalan
Raya Tulehu No. 14 Kecamatan Salahutu Kabupaten Maluku Tengabh;
Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 15 Januari 2015, yang telah di
daftarakan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon Nomor : 373/2015
tanggal 04 Juli 2015.

Menimbang, bahwa Tergugat | dan Tergugat IlI, hadir kuasanya
ANTHONY HATANE dan HASAN SLAMAT, Advokat/Pengacara pada kantor
LAW OFFICE ANTHONY HATANE DAN ASSOCIATES beralamat di Jalan
Cendrawasi No.24 Soya Kecil Kelurahan Rijali Kecamatan Sirimau Kota Ambon,
berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal . 2015, yang telah didaftarkan di
Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon, dengan register Nomor: 78/2015,
tanggal, 21Pebruari 2015;

Menimbang, bahwa Tergugat Il hadir Kuasanya yaitu : DAULAT
PADAPONAN SILITONGA, MAFTU, HENDRA ANDY STYADI GURNING,
MUHAMAD IKBAL TAHALUA, IWAN SETIAWAN, PRIHANTORO
KURNIAWAN, FARAITODY RINTO HAKIM, BANIEL
DUARDONOORWIJONARKO, mewakili Kementerian Hukum dan Hak Asasi
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(aset-aset) tersebut adalah milik yang sah dari Penggugat Rekonvensi,
bukan milik dari Tergugat Rekonvensi. Berdasarkan uraian-uraian yang

Penggugat Rekonvensi jelaskan diatas, maka Penggugat Rekonvensi

mohon kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Ambon Cg. Majelis Hakim

yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenaan untuk menjatuhkan

putusan dengan amarnya sebagai berikut: Primair:

1
2.

Mengabulkan gugatan Rekonvensi untuk seluruhnya ;

Menyatakan mempunyai Kekuatan Hukum mengikat Perubahan
Anggaran Dasar dari Yayasan Darussalam menjadi Yayasan Pendidikan
Darussalam sesuai Akte Notaris M. HUSAIN TUASIKAL, SH, MKn,
nomor 12, tanggal 6 maret 2014 yang telah disahkan oleh Kementrian
Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor : AHU.07444.50.10.2014 tanggal
10 oktober 2014.

Menyatakan Harta Kekayaan (aset-aset) Universitas Darussalam Ambon
adalah milik yang sah dari Penggugat Rekonvensi..

Menyatakan yang berhak mengelola Universitas Darussalam Ambon
adalah Penggugat Rekonvensi.

Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk tidak mengganggu Penggugat
Rekonvensi dalam Pengelolaan Harta Kekayaan (aset-aset) Penggugat
Rekonvensi dan Pengelolaan Universitas Darussalam Ambon.

Subsidair:
Bila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex

aequo et bono).

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat Il telah

mengajukan jawabannya pada persidangan tertanggal 19 Mei 2015 sebagai
berikut:

1

Bahwa pada prinsipnya Tergugat Il menolak dan membantah semua dalil
Gugatan Penggugat dalam gugatan perkara ini, kecuali yang secara
tegas diakui dalam jawaban ini ;

Bahwa Penggugat dalam gugatannya butir 17 mendalilkan bahwa Akta

perubahan yang dibuat oleh Tergugat Il selaku Notaris tidak mempunyai

dasar hukum. Selanjutnya, Penggugat dalam gugatannya butir-butir 18

mendalilkan bahwa akta perubahan yang dibuat oleh
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Menimbang, bahwa bahwa Yayasan Darussalam Maluku didirikan
berdasarkan Akta Nomor 31 Tanggal 30 Mei 2011 Akta Pendirian Yayasan
Darussalam Maluku oleh orang-orang yang sebelumnya telah mengajukan
pengesahan Yayasan Darussalam (Akta Pendirian Yayasan Darussalam Nomor
15 tahun 1981 Provinsi Maluku, tanggal 08 April 1981). Bahwa pengajuan
pengesahan Yayasan Darussalam tersebut ditolak oleh Kementerian Hukum
dan Ham karena telah lewat waktu dan dalam surat penolakan tersebut terdapat
saran dari kementerian Hukum dan Ham agar supaya membuat yayasan baru
yang tidak ada kaitannya dengan yayasan lama. Oleh karena itu selanjutnya
didirikanlah Yayasan Darussalam Maluku (Penggugat).

Menimbang, bahwa Yayasan Darussalam Maluku didirikan dengan akta
notaris Akta Nomor 31 Tanggal 30 Mei 2011 dan telah resmi didaftarkan ke
Menteri hukum dan Ham dengan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak
Asasi Manusia Republik Indonesia tanggal 19 Agustus 2011 dan sudah
memperoleh status badan hukum, sehingga Majelis berpendapat bahwa
Yayasan ini adalah Yayasan yang sah yang telah diakui oleh Negara.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka
majelis berkesimpulan bahwa Akte Notaris Nomor : 31 Tahun 2011 tanggal 30
Mei 2011 Jo Surat Pengesahan Kementerian Hukum dan HAM Rl Nomor :
AHU.5635.AH.01.04 Tahun 2011 tanggal 19 Agustus 2011 adalah sah dan
mengikat, sehingga petitum Penggugat angka 3 patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap Yayasan Darusalam yang lama sesuai akta
tahun 1981, meskipun pengesahannya di tolak dan tidak mempunyai hak
menggunakan nama Yayasan serta dapat di bubarkan, namun pembubaran
tersebut tidak serta merta dan dalam kenyataannya pembubaran tersebut tidak
pernah terjadi. Hal ini sesuai dengan keterangan Ahli, keterangan ahli dari
Penggugat yang bernama Prof. Dr.S.M.NIRAHUA, SH.MH, Tergugat | yang
bernama RIDJAL JUNAIDI KOTTA dan MAHMUD Hi UMAR, SH.MH yang pada
pokoknya menerangkan bahwa dengan ditolaknya pengesahan Yayasan

Darussalam tidak otomatis Yayasan Darussalam menjadi bubar;
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Menimbang, bahwa dalam Bab X pasal 62 UU No. 16 tahun 2001
Tentang Yayasan, diatur tentang Pembubaran Yayasan yang berbunyi:
Yayasan bubar Karena:

a. jangka waktu yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar berakhir;

b. tujuan Yayasan.yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar telah tercapai

atau tidak tercapai;

c putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap

berdasarkan alasan:
1) Yayasan melanggar ketertiban umum dan kesusilaan;
2) Tidak mampu membayar utangnya setelah dinyatakan pailit; atau

3) Harta kekayaan Yayasan tidak cukup untuk melunasi utangnya setelah

pernyataan pailit dicabut.

Menimbang, bahwa dari kriteria pembubaran Yayasan sebagaimana
tercantum dalam pasal 62 UU No. 16 tahun 2001 Tentang Yayasan tersebut
terhadap Yayasan Darusalam, Majelis berpendapat bahwa tidak ada kriteria yang
memenuhi syarat sehingga Yayasan Darusalam dapat dinyatakan bubar
karena:

a. dalam anggaran dasar tidak diatur jangka waktu Yayasan

berakhir.

b. Tujuan didirikan Yayasan akan selalu ada dan berkembang

karena bertujuan untuk pendidikan dan sosial;
c. Tidak pernah ada Putusan Pengadilan yang memutuskan bahwa
Yayasan Darusalam dinyatakan bubar;

Menimbang, bahwa disamping kriteria pembubaran sebagaimana
tercantum dalam pasal 62 UU No. 16 tahun 2001 Tentang Yayasan, tidak
terpenuhi, dalam kenyataan organ yayasan baik pembina, pengurus dan
pengawas juga tidak pernah secara resmi membubarkan Yayasan Darussalam,
sehingga Majelis berpendapat bahwa Yayasan Darusalam masih ada;

Menimbang, bahwa dengan keluarnya PP NO. 2 Tahun 2013, Tentang
Perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 63 tahun 2008 tentang Pelaksanaan
Undang-Undang tentang Yayasan, yang memungkinkan untuk mengajukan
penyesuaian anggaran dasar yayasan yang belum disahkan berdasarkan PP

No. 63 tahun 2008, maka Tergugat | mengajukan
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Perubahan Yayasan Darussalam menjadi Yayasan Pendidikan Darussalam
sesuai Akta Notaris M. HUSAIN TUASIKAL. SH MKn, Nomor 12, tanggal 06
maret 2014. Selanjutnya diajukan pengesahaan ke Menteri Hukum dan Ham
dan telah memperoleh pengesahan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi
Manusia, Nomor : AHU.07444.50.10.2014 tertanggal 10 oktober 2014;

Menimbang, bahwa dengan masih diterima perubahan dan
penyesuaian anggaran Dasar Yayasan Darusalam menjadi Yayasan
Pendidikan Darussalam oleh negara (kemenkumham), maka eksistensi
Yayasan Darussalam masih diakui oleh negara. Dan dengan disahkannya
perubahan tersebut oleh Negara maka Majelis berpendapat bahwa Yayasan
Pendidikan Darussalam juga merupakan yayasan yang sah menurut hukum,
sehingga petitum Penggugat angka 6 dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan
Yayasan manakah dari kedua yayasan tersebut yang mempunyai hak untuk
memiliki dan mengelola aset-aset Yayasan Darusalam yang didirikan tahun
1981,

Menimbang, bahwa Yayasan Darussalam Maluku didirikan akibat
penolakan pengesahan Yayasan Darusalam oleh Kementerian Hukum dan
Ham, dalam penokakan tersebut terdapat saran untuk rnendirikan Yayasan
baru, selanjutnya atas saran tersebut didirikanlah Yayasan Darussalam Maluku.
Bahwa meskipun saran bukan berarti perintah yang mengikat, bisa dikuti atau
tidak, namun pada kenyataannya saran dari Negara tersebut dikuti dan hal
tersebut tentunya tidak dapat disalahkan. Bahwa basic pendirian Yayasan
Darussalam Maluku adalah mengikuti saran dari Negara atas penolakan
pengesahan Yayasan Darusalam, sehingga pendirian tersebut tentunya juga
dimaksudkan untuk melanjutkan kegiatan dan pengelolaan aset-aset Yayasan
Darusalam.

Menimbang, bahwa meskipun demikian pengalihan aset-aset Yayasan
Darussalam tersebut tidak serta merta dengan sendirinya dan harus melalui
proses. Dan berdasarkan Akta Notaris No. 21 tanggal 04 Mei 2012, Berita acara
Rapat Penyerahan Harta Kekayaan dan Penyerahan I1zin-izin Penyelenggaraan
(alih kelola) Pendidikan Formal Yayasan darussalam Kepad Yayasan
Darussalam Maluku (bukti P tambahan 1) maka aset-aset Yayasan Darussalam

telah di alihkan kepada Yayasan
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Darussalam Maluku. Bahwa pengalihan tersebut juga dirasa sangat wajar
karena orang-orang yang berada dalam Yayasan Darussalam Maluku sama
dengan orang-orang yang berada dalam Yayasan Darussalam yang ditolak
pengesahan oleh Kemenkumham tersebut;

Menimbang, bahwa pengalihan aset-aset sebagaimana tercantum
dalam Akta Notaris No. 21 tanggal 04 Mei 2014 tersebut dikuatkan oleh bukti
Surat Pernyataan No.03/PEMBINA - YDM/XII/2014 tanggal 02 Desember 2014
(P.12) dan Surat Pernyataan No0.04/PEMBINA-YDM/XII/2014 tanggal 02
Desember 2014 (P.13) yang ditandatangani oleh Dra. Ny. Hj. Umi Hanny
Latuconsina/Soulisa yang pada pokoknya menerangkan bahwa seluruh
pengelolaan Yayasan Darussalam diserahkan kepada Yayasan Darussalam
Maluku;

Menimbang, bahwa meskipun Dra. Ny. Hj. Umi Hanny
Latuconsina/Soulisa, di persidangan sebagai saksi dari Tergugat |,
menerangkan bahwa kedua surat tersebut ditandatangani dalam keadaan
terpaksa, namun Dra. Ny. Hj. Umi Hanny Latuconsina/Soulisa tidak bisa
membuktikan dalam keadaan terpaksa tersebut. Dra. Ny. Hj. Umi Hanny
Latuconsina/Soulisa juga menerangkan bahwa dia bertandatangan dalam
keadaan sadar dan membaca dan mengerti isi surat tersebut sehingga tidak
dapat dengan semaunya mencabut pernyataan tersebut;

Menimbang, bahwa bagaimana selanjutnya pengelolaan aset-aset
Yayasan Darusalam yang dilakukan oleh Yayasan Pendidikan Darussalam.
Bahwa Yayasan Pendidikan Darussalam merupakan perubahan dari Yayasan
Darussalam setelah keluarnya PP NO. 2 Tahun 2013, Tentang Perubahan atas
Peraturan Pemerintah No. 63 tahun 2008 tentang Pelaksanaan Undang-
Undang tentang Yayasan, berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat
Dewan Pembina Yayasan Darusalam No.12 Tanggal 04 Maret 2014. ( T1-1) dan
telah disahkan dengan Surat Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi
Manusia Nomor AHU-07444.50.10.2014, tanggal tanggal 10 Oktober 2014. (T1
- 2).

Menimbang, bahwa perubahan yayasan Darussalam menjadi Yayasan
Pendidikan Darussaiam tersebut terjadi di tahun 2014, dimana aset-aset
yayasan Darusalam telah dialihkan ke Yayasan Darussalam Maluku melalui
Akta Notaris No. 21 tanggal 04 Mei 2012, sehingga perubahan tersebut
hanyalah merubah nama yayasan dan anggaran dasar
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yayasan saja, sedangkan aset-asetnya tetah beralih ke Yayasan Darussalam
Maluku, sehingga aset-aset tersebut tidak serta merta beralih kembali ke
Yayasan Pendidikan Darussalam. Jika Yayasan Pendidikan Darussalam
menginginkan kembali aset-aset tersebut kembali maka harus melalui proses
pengalihan kembali dari Yayasan Darussalam Maluku kepada Yayasan
Pendidikan Darussalam;

Menimbang, bahwa oleh karena Yayasan Darussalam Maluku didirikan
karena penolakan pengesahan Yayasan Darusalam oleh Kementerian Hukum
dan Ham, dalam penolakan tersebut terdapat saran untuk mendirikan Yayasan
baru dan juga didirikan oleh pihak-pihak yang yang mengajukan pengesahan
Yayasan Darussalam dan selanjutnya ada pengalihan aset dari Yayasan
Darussalam ke Yayasan Darussalam Maluku melalui akte Notaris yang sah,
maka Majelis berpendapat bahwa Yayasan Darussalam Maluku sebagai yang
berhak memiliki dan mengelola aset-aset Yayasan Darussalam termasuk di
dalamnya universitas Darusalam dan penguasaan aset-aset eks Yayasan
Darussalam termasuk didalamnya Universitas Darussalam oleh Tergugat |
adalah perbuatan melawan hukum, dengan demikian petitum Penggugat angka
5 dinyatakan dikabulkan dan angka 7 dikabulkan sebagian;

Menimbang, bahwa terhadap yang dilakukan oleh Tergugat Il yang
hanya memproses suatu akte yang dimohonkan oleh Tergugat | dan kemudian
Akte tersebut oleh Majelis dinyatakan sah, maka Tergugat Il tidak dapat
dinyatkan telah melakukan Perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa demikian juga yang dilakukan oleh Tergugat Il yang
memproses pengesahan yang diajukan oleh Tergugat Il atas permintaan
Tergugat | juga tidak dapat dikatakan melakukan Perbuatan Melawan Hukum,
karena dilakukan atas dasar PP NO.2 Tahun 2013, Tentang Perubahan atas
Peraturan Pemerintah No. 63 tahun 2008 tentang Pelaksanaan Undang-
Undang tentang Yayasan,;

Menimbang, bahwa terhadap petitum Penggugat angka 4 yang
Menyatakan Penggugat Sah dan Mengikat atas Peralihan Yayasan
Darussalam, sebagaimana dipertimbangkan di atas bahwa Penggugat
merupakan Yayasan yang baru yang didirikan atas rekomendasi Kementerian
Hukum dan Ham dan bukan merupakan yayasan peralihan, maka petitum

tersebut dinyatakan ditolak;
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Menimbang, bahwa oleh karena Yayasan Darussalam Maluku sebagai
yang berhak memiliki dan mengelola aset-aset Yayasan Darussalam termasuk
di dalamnya universitas Darusalam dan penguasaan aset-aset eks Yayasan
Darussalam termasuk didalamnya Universitas Darussalam oleh Tergugat |
adalah perbuatan melawan hukum maka Tergugat | diperintahkan untuk
menyerahkan Pengelolaan seluruh harta kekayaan (asset-asset) Yayasan
termasuk pengelolaan Universitas Darussalam kepada Penggugat, sehingga
petitum Penggugat angka 8 dinyatakan dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai petitum tentang ganti rugi, sampai
persidangan berakhir kerugian sebagaimana didalilkan oleh Penggugat
tersebut tidak pernah dibuktikan, oleh karena itu petitum tersebut dinyatakan
ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum Penggugat Konpensi angka 12
mengenai uang paksa (dwangsom), majelis berpendapat bahwa dwangsom
hanya dapat diputuskan terhadap suatu penghukuman untuk meiaksanakan
suatu perbuatan tertentu oleh pihak tertentu (pihak yang kalah) dengan
ancaman membayar sejumlah uang apabila tidak dilaksanakan. Perbuatan
tertentu ini hanya bisa dilakukan oleh orang tertentu, biasanya orang yang ahli
(expert) dengan hasil barang tertentu yang di perjanjikan antara penggugat dan
tergugat. Dalam dwangsom Tergugat dipaksa dengan upaya apapun kalau
Tergugat tidak mau melaksanakan maka hasil kesepakatan tetap tidak akan
ada, misalnya seorang ahli pembuat patung yang mengingkari kesepakatan,
maka dengan upaya apapun sepanjang tidak mau meiaksanakan maka patung
yang sesuai dengan kesepakatan tidak akan pernah ada juga, maka upaya yang
paling efektif adalah dengan dwansom. Dalam perkara penyerahan sesuatu
tidak bisa dijatuhkan dwangsom, sebab perbuatan tersebut bisa dilaksanakan
tanpa bantuan pihak tergugat. Jika putusan telah mempunyai kekuatan hukum
tetap, dan Tergugat tidak mau meiaksanakan maka dapat di paksakan dengan
jalan eksekusi.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis
berpendapat bahwa permintaan untuk dikenakan dwangsom terhadap para

Tergugat dinyatakan ditolak;
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Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 15 dari gugatan penggugat
yang Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu
(Uitvoorbaar Bij Vooraad) walau ada banding, kasasi dan verset juga dinyatakan
ditolak karena menurut Majelis Hakim sebaiknya menunggu sampai ada
putusan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap agar tidak menimbulkan
permasalahan hukum dikemudian hari dan lagi pula permohonan Penggugat
tersebut tidak memenuhi syarat sesuai pasal 180 ayat (1) HIR jo SEMA MA RI
No.3 Tahun 2000 tangga! 21 Juli 2000;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti lain baik dari Penggugat,
Tergugat |, Tergugat Il maupun Tergugat Il serta saksi-saksi dan ahli yang
dihadirkan majelis telah memperhatikan dengan seksama dan telah menjadi
bahan pertimbangan dalam menjatuhkan putusan dalam perkara ini meskipun

tidak disebutkan secara langsung dalam pertimbangan putusan ini;

B. DALAM REKONPENSI

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat | Konpensi/Penggugat
Rekonpensi telah mengajukan gugatan Rekonpensi yang pada pokoknya
sebagai berikut:

Bahwa Penggugat Rekonpensi/ Tergugat | Konpensi (Yayasan Pendidikan

Darussalam) adalah merupakan perubahan nama dari Yayasan Darussalam

yang didirikan berdasarkan Akte Notaris Maria de Fretes Tumbelaka, SH,

Nomor 15 tanggal 8 april 1981;

Bahwa Tergugat Rekonpensi dengan berbagai cara telah berupaya untuk

mengambil alih Harta Kekayaan (aset-aset) Penggugat Rekonpensi dan

Pengelolaan atas Universitas Darussalam Ambon antara lain :

a. Pada tanggal 21 januari 2015 Tergugat Rekonpensi menyampaikan Surat
kepada Koordinator Wilayah Xl Maluku dan Maluku Utara, dengan Surat
tanggal 21 januari 2015, Nomor 03 / KETUM - YDM /1 / 2015, Perihal
Penyampaian Berkas Materi Gugatan Yayasan Darussalam Maluku,
maka oleh Koordinator Kopertis Wilayah XII Maluku, dengan Suratnya
tanggal 03 maret, Nomor 305 / K12 / KL / 2015, menyurati Rektor
Universitas Darussalam Ambon untuk menghentikan seluruh pelayanan

kepada Universitas Darussalam
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Ambon, kemudian ditindaklanjuti dengan Surat tanggal 13 maret
2015, Nomor 358 / K12 / KL / 2015, Perihal laporan Permasalahan
Universitas Darussaiam Ambon yang selanjutnya dimuat di Media
Cetak oleh Koordinator Kopertis Wilayah Xl Maluku dan Maluku
Utara serta oleh Tergugat Rekonpensi.

b. Adanya Surat Koordinator Kopertis Wilayah XII Maluku dan Maluku
Utara dengan suratnya tanggal 03 maret, Nomor 305/ K12 / KL /2015,
Perihal Penghentian Pelayanan dan Surat tanggal 13 maret 2015,
Nomor 358 / K12 / KL / 2015 tersebut, yang mana berdasarkan Surat
masuk dan" Tergugat Rekonpensi (Yayasan Darussaiam Maluku),
yang menyatakan bahwa Universitas Darussaiam Ambon adalah
Yayasan yang tidak sehat dilingkungan Kopertis Wilayah XII, karena
terjadi Konflik Internal.

c. Terjadinya Penghentian segala aktifitas pelayanan terhadap
Universitas Darussaiam Ambon yang dikelola oleh Penggugat
Rekonpensi, diantaranya tidak dapat dilakukan Penerimaan
Mahasiswa baru, pembekuan pembayaran SPP, tidak dapat
dilakukan Pemberian Bea Siswa dan Penutupan Pangkalan Data
Perguruan Tinggi (PDPT) oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi
berdasarkan Surat dari Koordinator Kopertis Wilayah Xl Maluku dan
Maluku Utara yang dapat masukan dari Tergugat Rekonpensi.

Bahwa Perbuatan Tergugat Rekonpensi  tersebut jelas-jelas

sangat merugikan Penggugat Rekonpensi;

Menimbang, bahwa atas gugatan Rekonpensi dari Penggugat
Rekonpensi/Tergugat Konpensi | tersebut Tergugat Rekonpensi/Penggugat
konpensi telah memberikan tanggapan yang pada pokoknya menolak dalil-dalil
gugatan Rekonpensi tersebut dan menyatakan bahwa Tergugat
Rekonpensi/Penggugat Konpensi merupakan peralihan yang sah dari Yayasan
Darussaiam, sehingga apa yang dilakukan oleh Tergugat
Rekonpensi/Penggugat Konpensi tersebut adalah benar;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis mempertimbangkan Materi pokok
perkara Gugatan Rekonpensi ini, maka terlebih dahulu akan dibahas tentang
gugatan Rekonpensi;

Menimbang, bahwa gugatan rekonpensi adalah gugatan
yang diajukan oleh Tergugat sebagai balasan terhadap gugatan

Tergugat
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kepadanya. Meskipun dalam gugatan rekonpensi tidak dipersyaratkan adanya
hubungan dan keterkaitan dengan perkara pokok, namun dalam praktek
peradilan hubungan dan keterkaitan langsung dengan perkara pokok
cenderung di persyaratkan dengan berbagai alasan yang berbeda-beda
tergantung konteks perkaranya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini antara gugatan konpensi dan
gugata rekonpensi ternyata berkaitan langsung sehingga memenuhi syarat
sebagai gugatan Rekonpensi;

Menimbang, bahwa pokok persoalan dalam gugatan rekonpensi ini
telah dipertimbangkan dalam gugatan konpensi sehingga Majelis tidak perlu
mempertimbangkan lagi pokok gugatan tersebut dan telah disimpulkan bahwa
Yayasan Darussalam Maluku sebagai yang berhak memiliki dan mengelola
aset-aset Yayasan Darussalam termasuk di dalamnya universitas Darusalam
dan penguasaan aset-aset eks Yayasan Darussalam termasuk didalamnya
Universitas Darussalam, sehingga Majelis berkesimpulan petitum gugatan
rekonpensi angka 3, 4, 5 dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa dalam pertimbangan dalam gugatan konpensi
juga sudah dinyatakan bahwa Yayasan Pendidikan Darussalam juga
merupakan yayasan yang sah menurut hukum dan Perubahan Anggaran Dasar
dari Yayasan Darussalam menjadi Yayasan Pendidikan Darussalam sesuai
Akte Notaris M. HUSAIN TUASIKAL, SH, MKn, nomor 12, tanggal 6 maret 2014
yang telah disahkan oleh Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor:
AHU.07444.50.10.2014 tanggal 10 oktober 2014 adalah sah, sehingga
mempunyai Kekuatan Hukum mengikat. Dengan demikiaan petitum gugatan
rekonpensi angka 2 dinyatakan dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan demikian gugatan Rekonpensi
Penggugat Rekonpensi/Tergugat | Konpensi dinyatakan dikabulkan sebagian;

C. DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

Menimbang, bahwa Penggugat konpensi/Tergugat Rekonpensi
berhasil membuktikan sebagian dalil-dalil pokok gugatan Konpensi terhadap
Tergugat | Konpensi/Tergugat Rekonpensi tetapi ditolak terhadap gugatan
terhadap Tergugat Il dan Tergugat Ill dan gugatan konpensi dinyatakan
dikabulkan untuk sebagian dan dipihak lain gugatan Rekonpensi dari Tergugat
Konpensi/Penggugat Rekonpensi juga dikabulkan sebagian tetapi bukan pada
pokok sengketa, maka Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi dinyatakan
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sebagai pihak yang kalah, sehingga biaya yang timbul dalam Konpensi dan
Rekonpensl Inl ditanggung oleh Tergugat | Konpensl/Penggugat Rekonpensi;

Menimbang, bahwa dalam musyawarah Majelis Hakim terdapat
perbedaan pendapat (Dissenting Opinion) dari Hakim Anggota Il yaitu Samsidar
Nawawi SH., MH., dengan alasan-alasan dan pertimbangan-pertimbangan
seperti tersebut dibawah ini dan merupakan satu kesatuan yang tidak
terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa yang seharusnya menjadi pokok sengketa dalam
perkara ini adalah :

1. Apakah Yayasan Darusalam adalah Yayasan yang telah sah menjadi Badan
Hukum ?

2. Bahwa berdasarkan akta nomor 1 tertanggal 6 Oktober 2008 Yayasan
Darussalam pengajuan penyesuaian Anggaran Dasarnya sebagaimana
diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang
Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 kepada Menteri
Hukum dan HAM dimana pengajukan permohonan tersebut ditolak karena
telah lewat waktu. Terhadap penolakan tersebut apakah Yayasan
Darussalam masih berstatus sebagai badan hukum ?

3. Bahwa akibat di tolaknya pengajuan penyesuaian Anggaran Dasar Yayasan
Darussalam oleh Kementrian Hukum dan HAM, Yayasan Darussalam
melakukan perbuatan hukum berupa :

a. Sesuai bukti P-1 berupa akta nomor 31 tertanggal 30 mei 2011, Pembina,
pengurus dan pengawas Yayasan Darussalam yang termuat dalam akta
nomor 15 tertanggal 8 April 1981 mendirikan Yayasan Darussalam
Maluku dan sesuai bukti P-11 tertanggal 4 Mei 2012 Yayasan
Darussalam kemudian menyerahkan seluruh harta kekayaan yang ada
pada Yayasan Darussalam dan Universitas Darussalam Ambon kepada
Yayasan Darussalam Maluku.

b. Sesuai bukti T.1.1 berupa akta nomor 12 tertanggal 06 maret 2014
pembina dan pengurus Yayasan Darussalam yang termuat dalam akta
nomor 15 tertanggal 8 April 1981 mendirikan Yayasan Pendidikan
Darussalam Maluku dimana atas dasar akta nomor 12 inilah Yayasan
Pendidikan Darussalam Maluku menggunakannya sebagai dasar hukum
untuk mengelola seluruh asset Yayasan Darussalam termasuk

Universitas Darussalam Ambon,
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[ll. DALAM POKOK PERKARA
A. DALAM KONPENSI

1
2.

6.

Mengabulkan gugatan Penggugat Konpensi untuk sebagian;
Menyatakan Sah dan Mengikat Akte Notaris Nomor : 31 Tahun 2011
tanggal 30 Mei 2011 Jo Surat Pengesahan Kementerian Hukum dan
HAM RI Nomor: AHU.5635.AH.01.04 Tahun 2011 tanggal 19 Agustus
2011;

Menyatakan Penggugat sebagai Pengelola yang Sah atas Harta
Kekayaan (aset-aset) Yayasan Darussalam Maluku termasuk
pengelolaan atas Universitas Darussalam Ambon;

Menyatakan Tergugat | telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
Menghukum dan Memerintahkan Tergugat | untuk menyerahkan
Pengelolaan seluruh harta kekayaan (asset-asset) Yayasan
Darussalam termasuk pengelolaan Universitas Darussalam kepada
Penggugat;

Menolak gugatan penggugat untuk selain dan selebihnya;

B. DALAM REKONPENSI

1

3.

Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi/Tergugat | Konpensi
untuk sebagian

Menyatakan mempunyai Kekuatan Hukum mengikat Perubahan
Anggaran Dasar dari Yayasan Darussalam menjadi Yayasan
Pendidikan Darussalam sesuai Akte Notaris M. HUSAIN TUASIKAL,
SH, MKn, nomor 12, tanggal 6 maret 2014 yang telah disahkan oleh
Kementrian Hukum  dan Hak  Asasi Manusia ~ Nomor
AHU.07444.50.10.2014 tanggal 10 oktober 2014;

Menolak gugatan penggugat untuk selain dan selebihnya,;

C. DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

- Menghukum Tergugat Konpensi/Penggugat Rekonpensi untuk membayar

biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.989.000.-(sembilan

ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim

Pengadilan Negeri Ambon, pada hari JUMAT, tanggal 23 Oktober 2015, oleh
kami, AMAYE M. YAMBEYAPDI, SH., selaku Hakim Ketua Majelis, AHMAD
BUKHORI, SH.MH dan SAMSIDAR NAWAWI, SH.MH., masing-

masing
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sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang
terbuka untuk umum pada hari Kamls, tanggai 29 Oktober 2015, eleh Makim
Ketua beserta para Hakim Anggota tersebut. dengan dibantu oleh HALID
DJOKDJA selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ambon dan
dihadiri oleh Kuasa Penggugat, Tergugat dan Kuasa Tergugat,

Hakim Anggota, Hakim Ketua,
ttd ttd
1. AHMAD BUKHORI, SH.MH AMAYE M. YAMBEYAPDI, SH
ttd

2. SAMSIDAR NAWAWI, SH.MH..

Panitera Pengganti,

ttd

HALID DJOKDJA.
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